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DASAR HUKUM 
HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Undang-UndangA.
•UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
•UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
•UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah

Peraturan Menteri KeuanganC.
•PMK No. 224/ PMK.07/2017 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

(Pengganti dari PMK No. 188/PMK.07/2012, PMK No. 214/PMK.07/2015, dan PMK Nomor
154/PMK.07/2016).

Peraturan PemerintahB.
•PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
•PP No. 10 Tahun 2011tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan  Hibah
•PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Peraturan Menteri Dalam NegeriD.
•Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya  (No. 59 Tahun 2007 dan No. 1 Tahun 2011)



Bentuk Hibah:
1. Uang;

2. Barang; dan/atau
3. Jasa

KETENTUAN UMUM 
HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Definisi Hibah

Hibah Daerah adalah
pemberian dengan pengalihan
hak atas sesuatu dari Pemerintah
atau pihak lain kepada
Pemerintah Daerah atau
sebaliknya yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya
dan dilakukan melalui perjanjian.

Hibah Daerah merupakan salah satu
sumber penerimaan Daerah untuk

mendanai penyelenggaraan urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
dalam kerangka hubungan keuangan
antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah



SUMBER DANA 
Dan Kriteria Daerah Penerima Hibah

Sumber Dana Hibah

A. Penerimaan 
Dalam Negeri

B. Pinjaman Luar 
Negeri; dan/atau

C. Hibah Luar Negeri.

Kriteria Daerah Penerima Hibah
Penerimaan Dalam Negeri (Rupiah Murni) yang dihibahkan
Mendanai:
a. urusan Pemerintah Daerah atau peningkatan fungsi 

pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan 
aparatur Pemerintah Daerah; 

b. sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan 
penambahan beban pada APBD; 

c. kewenangan Daerah yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau 
internasional; dan/atau

d. kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri
Mendanai kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah 
dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas 
pembangunan nasional

Penerusan Hibah dari Hibah Luar Negeri
Mendanai:
a. urusan Pemerintah Daerah;
b. mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
c. spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri.



STRUKTUR & LINGKUP
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PEMDA

Pemda Lain

Badan, Lembaga, 
Atau Organisasi
Dalam Negeri

Kelompok
Masyarakat Atau

Perorangan Dalam
NegeriBUMD

Pemerintah
Pusat

Penerimaan 
Dalam Negeri

Hibah Luar
Negeri

Pinjaman Luar
Negeri

Kriteria Kegiatan Hibah
Pinjaman Luar Negeri
kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas 
pembangunan nasional

Hibah Luar Negeri
a. menjadi urusan Pemerintah Daerah;
b. mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
c. secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri.
Penerimaan Dalam Negeri
a. menjadi urusan Pemerintah Daerah atau peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan 

aparatur Pemerintah Daerah; 
b. sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; 
c. kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
d. kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pendapatan
APBN dari
belanja

hibah APBD Pe
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Ketentuan Umum Penyaluran Hibah
1. Dilakukan dengan mekanisme APBN dan APBD.
2. Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan

melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
3. Penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN, dilakukan melalui tata cara

a. Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
b. Pembayaran Langsung;
c. Rekening Khusus;
d. Letter of Credit; dan/atau
e. Pembiayaan Pendahuluan.

4. Penyaluran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja.
5. Dalam hal Pemda tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang 

disyaratkan, penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan.
6. Dalam hal penyaluran hibah melibatkan K/L penyaluran hibah dilakukan setelah

mendapat rekomendasi dari K/L teknis terkait.
7. Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan

bukti penerimaan Hibah/Kuitansi kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah atas
setiap realisasi penyaluran dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah dana Hibah diterima.

8. Gubernur atau Bupati/Walikota bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan 
materiil atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber 
dari Hibah

Hibah 
Jalan 
Daerah



Persyaratan Penyaluran Hibah
Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa

kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah (c.q. Direktur PTNDP)

Surat Permintaan Penyaluran dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

Dokumen lain yang dipersyaratkan
dalam PHD atau PPH

Surat pertimbangan / rekomendasi
penyaluran Hibah dari K/L

Berita Acara Pembayaran (BAP)

Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 01

02

03

04



Skema Penganggaran & Penyaluran Hibah 
Daerah

Minat
Pemda

Verifikasi

SPPH dan PHD

Pelaksanaan Pencairan
Dana Hibah

Pelaksanaan	

Kegiatan	

Sosialisasi

Memenuhi

Penolakan
TidakMemenuhi

Penilaian
dokumen usulan & 

Persiapan

RKUD

KemenkeuK/LPemda
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Alokasi 2018 dan Realisasi Program Hibah 2016 - 2017
Program Hibah

2016 2017 APBN 
2018Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi

Rupiah % Rupiah % (↑↓)
I. Hibah Kepada Pemerintah Daerah 1.460,64

A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan 2.885,29 1.681,49 159.93
1. Flood Management in Selected River Basin 

(FMSRB)
- - - - - - 10,57

2. Water Resouces and Irrigation Management 
Project-Phase II (WISMP-II)

227,30 81,95 36 352,76 293,50 83 ↑ 40,60

3. Integrated Participatory Development and 
Management of Irrigation (IPDMIP)

- - - - - - 107,76

4. Mass Rapid Transit (MRT) Project 2.657,99 1.599,54 60 2.122,86 1.894 89 ↑ 1,00

B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan 300,71
1. Provincial Road Improvement and 

Maintenance (PRIM)
62,09 56,75 91 80,00* 76,14 95 ↑ 1,00

2. Hibah Air Limbah 23,00 15,50 67 17,50 5,20 30 ↓ 5,00
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk 

Kota Palembang
- - - - - 125,00

4. Hibah Australia-Indonesia untuk
Pembangunan Sanitasi

99,20 10,34 77,34 17,24 22 50,00

5. Biodiversity Conservation and Climate 
Protection in The Gunung Leuser Ecosystem

4,80 0 16,56 3,22 19 ↑ 19,71

6. Hibah Air Minum 311,70 107,96 35 136,20 35,13 26 ↓ 100,00
7. Development of Seulawah Agam

(Exploration of Seulawah Geothermal 
Working Area (Aceh))

1,00 0,00 0 1,00 0,00 0 ≈ -

8. Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) 
Pendidikan Dasar

213,10 128,22 60 83,30 67,36 81 ↑ -

C. Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan 1.000,00
1. Nationwide Water Hibah Program 800,00 466,41 58 850,00 619,32 73 ↑ 800,00
2. Hibah Sanitasi 200,00 3,13 2 150,00 46,70 31 ↑ 200,00
3. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 

Bencana
750,00 747,22 100 2.448,95 2.317,85 95 ↓ -

4. Hibah Non Kas Penyelesaian Piutang 
Pemerintah pada PDAM

3.912,43 3.860,88 99 - - - -

Miliar rupiah



Pinjaman yang Diterushibahkan Tahun 2018

1. Flood Management in Selected 
River Basin (FMSRB)

Loan Agreement,
2 Nov 2017  

ADB

Nilai Hibah : USD27.713.000

6 Pemda

s.d. 31 Desember 2022

Meningkatkan kesiapan
mengelola dan mengurangi
Resiko (mitigasi) banjir
melalui pendekatan
Pengelolaan banjir terpa-
du di wilayah sungai dan
Kementerian PUPR, Ditjen 
SDA. Direktorat Sungai dan 
Pantai, dan 
Direktorat PJSDA

2. Water Resouces and Irrigation 
Management Project-Phase II 
(WISMP-II)

Side Letter Agreement,
28 Desember 15 

Word Bank

Nilai Hibah : 
USD150.000.000 

73 Pemda

s.d. 31 Mei 2018

Meningkatkan kapasitas 
pengelolaan sumber daya  

Air wilayah sungai dan irigasi 
dalam rangka meningkatkan

produktivitas pertanian

Kementerian PUPR, Ditjen 
SDA, Direktorat PJSDA

Integrated Participatory 
Development and Management of 
Irrigation (IPDMIP)

- Loan No. 3529/8327(AlF)-
lNO, 31 Juli 2014 
- Financing Agreement IFAD, 
NO. 200000t445, 13 Feb 2017

ADB, AIF, dan IFAD

Nilai Dihibahkan : 
- ADB : USD172.044
- AIF : USD34,094
- IFAD : USD39,358 

74 Pemda 

s.d. 2022

meningkatkan ketahanan 
pangan pendapatan dan 
mata pencaharian masya-
rakat perdesaan/petani
serta meningkatkan pro-
duktivitas pertanian ber-
irigasi
Kementerian PUPR, Ditjen 
SDA, Direktorat PJSDA

3. Mass Rapid Transit (MRT) 
Project

Tahap II; masih dalam perundingan

JICA

Nilai Hibah : ¥61.366.000.000 
(tahap I)

1 Pemda (DKI Jakarta)

s.d. 2018

Kementerian Perhubungan, Ditjen 
Perkeretaapian



Hibah yang Diterushibahkan Tahun 2018 (1)

4. Provincial Road Improvement 
and Maintenance (PRIM)

Amandemen-4 DFA, 20 Des 2017 

Pemerintah Australia (DFAT)

Nilai Hibah : AUD38 juta atau setara 
Rp380 miliar

2 Pemda (Prov. NTB dan Kab. 
Lombok Barat)

s.d. 31 Desember 2021

Peningkatan kinerja dan 
pengelolaan jalan daerah

Kementerian PUPR, Ditjen Bina 
Marga

5. Hibah Air Minum

Amandemen DFA, 27 Jan 2017

Pemerintah Australia (DFAT)

Nilai Hibah : AUD

24 Pemda

s.d. 30 Juni 2020

Meningkatkan pelayanan air 
minum perpipaan yang dipriori-

taskan bagi MBR dalam rangka 
meningkatkan

derajat kualias kesehatan 
masyarakat

Kementerian PUPR, Ditjen Cipta 
Karya

6. Instalasi Pengolahan Air 
Limbah untuk Kota Palembang

DFA, 11 Sep 2017 

Pemerintah Australia (DFAT)

Nilai Hibah : AUD45 juta 

1 Pemda (Kota Palembang)

s.d. 30 Juni 2022

Mempercepat pembangunan 
bidamg air limbah dan 
persampahan

Kementerian PUPR, Ditjen Cipta 
Karya



Hibah yang Diterushibahkan Tahun 2018 (2)

7. Hibah Australia-Indonesia 
untuk Pembangunan Sanitasi

Amandemen DFA, 27 Jan 2017 

Pemerintah Australia (DFAT)

Nilai Hibah : AUD40 juta atau 
setara dengan Rp400.000.000.000

27 Pemda

s.d. 30 Juni 2020

Mempercepat pencapaian 
pembangunan bidang air limbah dan 
persampahan

Kementerian PUPR, Ditjen Ciptakarya

8. Biodiversity Conservation and 
Climate Protection in The Gunung
Leuser Ecosystem

Financing Agreement dan 
Separate Agreement, 24 Nov 2014

Pemerintah Jerman (KfW)

Nilai Hibah : EUR4,194,714 atau 
setara dengan Rp67.115.424.000,-

1 Pemda (Prov. Aceh)

s.d. 31 Desember 2018

Konservasi Keanekaragaman Hayati 
dan Pelestarian Iklim dengan 

memberdayakan masyarakat di 3 
Kab./Kota, yaitu Kab. Aceh Selatan,

Kab. Aceh Singkil, dan Kota 
Subulussalam 

Kementerian LHK, Ditjen KSDAE

9. Hibah Air Limbah

Amandemen DFA, 27 Jan 2017 

Pemerintah Australia (DFAT)

Nilai Hibah AUD :  

3 Pemda

s.d. Juni 2022

Memperluas cakupan pelayanan air 
limbah setempat dan meningkatkan

Kualitas kesehatan masyarakat serta 
lingkungan melalui penyediaan sarana

Pengelolaan air limbah yang memadai

Kementerian PUPR, Ditjen Ciptakarya



Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan 

10. Nationwide Water Hibah

Alokasi APBN 2018 : Rp800 miliar

152 Pemda

s.d. 31 Desember 2018

Percepatan  pencapaian target 
universal akses  100% air minum

aman,  0% kawasan kumuh, dan 
100% sanitasi layak

Kementerian PUPR, Ditjen 
Ciptakarya

11. Hibah Sanitasi

Alokasi APBN 2018 : Rp200 miliar

71 Pemda

s.d. 31 Desember 2017
Percepatan perbaikan 
pengelolaan air limbah setempat 
dengan memperbaiki tangki septik 

dan penyediaan truck tinja dengen 
pendekatan output based 

Kementerian PUPR, Ditjen 
Ciptakarya

12. Hibah Jalan Daerah

Dalam Perencanaan untuk 
APBN 2019 sebesar Rp500 miliar

Pemda pada Kawasan Strategis 
Pariwisata Nasional

Direncanakan untuk s.d. 2019

Replikasi dari Program Hibah 
PRIM

Kementerian PUPR, Ditjen Bina 
Marga



SKEMA PEMBAYARAN HIBAH
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Permintaan Pembayaran 
oleh Kepala Daerah 

Verifikasi dan 
Rekomendasi oleh K/L

Pengajuan SPM oleh KPA 
Hibah (Direktur PTNDP)

Pelaksanaan Kegiatan oleh 
Pemda dengan Pendanaan 

APBD

Transfer RKUN ke RKUN 
oleh KPPN

Penerimaan pada RKUD

REIMBURST
1) Berupa Insentif
2) Penggantian Sepenuhnya 

atau Sesuai Persentase



ALUR PENYALURAN HIBAH MELALUI REKENING KHUSUS

Subdit Hibah, 
Dana Darurat, 

dan DID

Direktur PTNDP 
(KPA)

Subdit 
Pelaksanaan 

Transfer
SPP SPM

KPPN 
Jakarta II

YaTidak

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(5)

(1)

Bank
Operasional

Pemerintah
Daerah

(7) (6)



ALUR PENYALURAN HIBAH MELALUI
PEMBAYARAN LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Subdit Hibah, 
Dana Darurat, 

dan DID

Direktur PTNDP 
(KPA)

Subdit 
Pelaksanaan 

Transfer

Draft SPP 
APD PL/PP

SPP APD 
PL/PP

KPPN Khusus 
Pinjaman 

Hibah

YaTidak

(1)

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(5)

Bank
Operasional

Pemerintah Daerah/
Penyedia Barang dan 

Jasa

(7) (6)



Hal-hal yang Perlu Diperhatikan :
1. Nomor Rekening penerima yang tercantum

pada Surat Permintaan Penyaluran Hibah dan
BAP;

2. Perhitungan angka rupiah dalam poin III dan IV
BAP;

3. Contoh format BAP :









Hal-hal yang Perlu Diperhatikan (2):

4. Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa
menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan
kepada KPA Hibah sesuai format dalam lampiran IV PMK
No 224/PMK.07/2017;

6. Dalam hal kegiatan telah berakhir, Kepala Daerah atau
pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan dengan batas waktu:
a. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya

tahun anggaran berkenaan untuk Hibah yang
bersumber dari penerimaan dalam negeri;

b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah closing date
untuk Hibah yang bersumber dari luar negeri.





TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA


